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PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN
DI BIDANG POLITIK DI PROVINSI RIAU

Oleh : Siti Maya Sari

ABSTRAK

Kata Kuncis: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Riau, Memberdayakan Perempuan, Politik

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas untuk
memberdayakan perempuan  bidang politik, dengan melakukan kegiatan Pelatihan
Pendidikan Politik di Provinsi Riau. Dan memiliki fungsi, Perencanaan Program
mengenai Keterwakilan Perempuan di Provinsi Riau- mengenai kuota 30%.
Dipimpin dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. dan Perlindungan
Anak dengan tugas membantu Gubernur untuk membuat yang menjadi masalah
Pemerintahan. kewenangan Daerah yang ditugaskan.kepada Daerah pada Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan dalam penelitian ini
pada dasarnya agar dapat mengetahui bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan-Perlindungan Anak terhadap memberdayakan perempuan dengan
terpenuhinya  Keterwakilan /~Perempuan pdi< ‘lLegislatif di Provinsi Riau.
Operasionalisasi Konsep yang digunakan dala penelitian ini mengacu kepada
konsep Nugroho (2008). Nara sumber yang menjelaskan jawaban dari pertanyaan
penelitian ini sebanyak 6 orang. Analisis data penelitian ini adalah kualitatif.
Uraian yang telah penulis paparkan dalam pembahasan, dengan memerhatikan
indikator- indikator dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam membeberdayakan perempuan di bidang politik telah berjalan dengan baik,
tetapi masih ada beberapa dari ‘Indikator harus diperhatikan kembali untuk
diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalaan yang berkaitan dengan
belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di legislatif di tigkat Kota, melainkan
hanya ditingkat Provinsi saja, dan yang menjadi permasalahan disini kurangnya
tingkat perempuan karena kurangnya pandangan terhadap pemimpin perempuan
melainkan pemimpin itu hanyalah laki-laki.



THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF WOMEN EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION IN EMPOWERING WOMEN IN POLITICAL AREAS
IN RIAU PROVINCE

By : Siti Maya Sari

ABSTRACT

Keywords: Office of Mamen's Empowerment ‘and ,Child Protection of Riau
Province, Empowering Women, Politics

The Office of Women's Empowerment and Child Protection has the duty to
empower women in politics, by conducting Political Education Training activities
in Riau Province. And it has a function, Planning Program on Women's
Representation-in Riau Province regarding 30% quota. Led by the Head of the
Office of Women's Empowerment and Child Pratection with the task of assisting
the Governor to.make the Government's problems. Regional authority assigned to
the Region in the Field of Women's Empowerment. and Child Protection. The
purpose of this research is basically to be able to find out how the role of the
Office of Women's Empowerment and Child Protection is to empower women
with the fulfillment of women's-representation-in the legislature in Riau Province.
Operationalization  The concepts'used 5in‘ this study refer to the concept of
Nugroho (2008). Resource persons who explained the answers to the research
questions were 6 people. Data analysis of this research is qualitative. The
description that the author has explained in the discussion, taking into account the
indicators of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in
empowering women inthe political field has gone well, but there are still a
number of indicators that must be considered again for improvement. This can be
seen from several issues relating to the non-fulfillment of the quota of 30% of
women in the legislature in the City level, but only at the Provincial level, and the
problem here is the lack of a woman's level because of a male leader.

Keywords: Office of Women's Empowerment and Child Protection of Riau
Province, Empowering Women, Politics
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PENDAHULUAN

Indonesia

Tuj | lya nega kaan Undang-
Undang
untuk memajuk : .l umum, mer .. : bangsa, serta
ikut dalam ketertiban dunia as - erdamaian abadi,
dan keadilan  sosia apa : : ersebut  disusunlah
pemerintahan

Sistem Presidensil, yang

umum dengan berapa banyaknya suarara

Dalam sebuah Negara, yaitu Negara Republik Indonesia terdapat seorang
pemimpin negara. Untuk memilih seorang Presiden, Wakil Presiden dan para
Anggota Legislatif dibentuk lah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan pemilihan umum masyarakat

dapat memilih calon Presiden beserta Wakil Presiden untuk menjadi pemimpin
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masyarakat. Adapun azas-azas yang ditetapkan dalam Pemilu yaitu terdapat azas

1. Langsung

Sis 3 ndc 3 3 Jbahan amandemen

terhadap 5 da aksanaan I juga mengalami

perubahan : . proses memilih

anggota legislatif dengan berbagai cara dan mengikuti salah satu partai.

Dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 245
menyebutkan yakni : “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243
membuat ketrwakilan perempuan paling sedikit 30%”. Dan pasal 246 yang
berbunyi “ 1. Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam

pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut, 2. Di dalam daftar bakal calon



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 orang bakal calon terdapat paling
sedikit 1 orang perempuan akal calon, 3. Daftar bakal calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru”.

Dan dijelaskan bahwa peserta pemilihan umum partai politik, ini berarti
bahwa dalam pemilu mendatang patai politik bukan sekedar aktor tetapi juga
sebagai penjaga gawang.utama yang memutuskan, siapa yang akan diajukan
sebagai calon legislatif dalam pemilu terutama dalam pemilu legislatif tahun
2019. Untuk dapat lulus seleksi sebagai calon anggota legislatif , tentu banyak
yang harus dipersiapkan oleh perempuan anggota partai khususnya perempuan
diantaranya adalah kualitas sumber daya dan prestasi. Kaum perempuan harus
berusaha meningkatkan kemampuan dalam berpolitik terutama dalam membela
kepentingan kaum perempuan. Perjuangan itu bisa dilakukan™ melalui jaringan

aktifis dan organisasi perempuan;L.SM ataupun:bermitra dengan kaum pria.

Perempuan satu komponen bangsa yang mempunyai potensi dan terus
menerut memberikan sumbangsihnya dalam pembangunan bangsa. Namun dalam
proses pembangunan bangsa disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,
ternyata masih ada ketidak adilan terhadap perempuan, berbagai bidang termasuk
dalam bidang politik. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan pendidikan politik
agar apat meningkatkan partisipasi politik warga negara khususnya perempuan
dalam mendukung peningkatan representasi perempuan di legislatif, eksekutif
dan yudikatif. Agar perempuan dapat membangun wacana politik sebagai upaya

pemberdayaan dan pendidikan politik rakyat khususnya menyangkut kesetaraan
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gender. Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pentingnya
peranan politik perempuan dala kehidupan bernegara.

Pada dua kali pemilu (2009 dan 2014) persentase keterwakilan

Republik Ind ari - Universitas si Riau, dan
Anggota D [ i kegi arap apat memberikan

ator dan penerus

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang
warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah
menikah dari setiap provinsi.

(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan paling

sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik

dengan akta notaris.
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(1b) pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai
anggota Partai Politik lain.

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

JJJJJ

diatas, memberik : aju.dalam dunia politik

e

Menurut Suryo Unto : aksanakan pemilihan oleh

i

masyarakat Indonesia, yang setia emiliki hak untuk memilih dalam

legislatif.
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Menurut Morissan (2005:17) cara bagaimana mmenuhi keinginan rakyat dalam

kebijakan negara untuk kedepannya, da beberapa tujuan pemilu yakni:

a. Terdapat ke

. Meningkatkan upaya prlindungan terhadap wanita dan anak dari tindakan
kriminal, diskriminasi, dan eksploitasi,

3. Memajukan kaum wanita dan anak dalam pemberdayaan pembangunan,

4. Meningkatkan kapasitas Pengurusatamaan Gender menuju Kesetaraan da

Keadilan Gender.
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Menurut Morissan (2005:17) cara bagaimana mmenuhi keinginan rakyat dalam

kebijakan negara untuk kedepannya, da beberapa tujuan pemilu yakni:

c. Terdapat kemungkinan pemerintahan secara umum dan tertib.

memenuhi
aspirasi ang- Undang

Tahun 2008 bahwa partai

politik me karela dengan

mempunya amaan mer 5 a, masyarakat, dan

negara.

1. pelayanan,
2.
3. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi semua anak

termasuk anak berkebutuhan khusus,
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Dokumen

Perencanaan.

Tupoksi yang diuraikan masing- masing jabatan sesuai Peraturan Kepala

Daerah Nomor 67 tahun 2017 tentang Sruktur organisasi, tugas, dan fungsi
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perangkat daerah yang menyangkut dengan pemberdayaan perempuan adalah
sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

nas Pemberdayaan
aturan kebijakan,
iberikan oleh

Perempuan dan

membuat:

1. Membuat program kerja pada sekretariat,

2. Pengelenggaraan Koordinasi, fasilitas dengan memeriksa tugas
dilingkungan sekretariat,

3. Membuat pemantauan dengan dibuatnya pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan

4. Tugas yang diberikan oleh dinas sesuai dengan fungsinya.

3) Kepala Subbagian Perencanaan Program



4)

- Membuat progam pengganggaran pada Subbagian Perencanaan
Program,

- Memberikan tugas dengan memeriksa hasil yang telah dilakukan
dengan bawahan,

- Menyiapkan bahan yang diperlukan dala program kegiatan masing-
masing bidang,

- Menyusun rencana yang Strategis,-Prangkat Daerah,dan Laporan Unit
Kerja,

- Melakukan penyampaian kepada anggota Standar Operasional
Posedur,,

-~ Mempersiapkan _bahan- “bahan, ,rapat koordinasi  musyawarah
perencanaan.pembangunan daerah, serta rapat koordinasi teknis

- Melakukan “pemantauan,membuat laporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Seksi Perencanaan Program, dan

- Melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai tugas dan
fumagsinya.

- Proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi,

- Melihat ulang pertanggung jawaban anggaran,

- Membuat penyusunan laporan tanggung jawab atas pengelolaan
keuangan melalui pencatatan aset,

- Melakukan fasilitasi-rencana umum-pengadaan barang dan jasa unit
kerja.

- Melakukan pemantauan, membuat laporan pelaksanaan tugas dan pada
Subbagian Keuangan Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dan

- Melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

- Kepala "bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas
melakukan koordinasi. ,". fasilitasi, dan evaluasi pada Seksi
Pengarusetamaan Gender, Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Seksi
Ketahanan Keluarga.

- Untuk melaksanaka tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan :

1. Membuat usulan kerja pada program Pemberdayaan Perempuan;
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2. Penyelenggara koordinasi memeriksa hasil pelaksana tugas
dilingkungan Pemberdayaan Perempuan.

3. Dengan diadakan pemantauan dan pelaopran tugas sesuai dengan

5)

pada Seksi

eriks: 5 menilai  hasil

ngurusatamaan

.:
<~

Melakukan p aporan tugas dan fungsinya

kegiatan terhadap Q&@!‘m‘,‘" a0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan
pendidikan politik yang melaksanakannya vyaitu Bidang Pemberdayaa
Perempuan,yang mengurusi yaitu Seksi Kualitas Hidup Perempuan. Agar
gambaran pendidikan politik dapat dilihat lebih jelas perhatikan gambaran berikut

ini:
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Tabel 1.1 : Gambaran Anggota Legislatif Kaum Perempuan Selama Tahun

2014- 2019 di Provinsi Riau.

Berikut gambar

0

2019 ti
NO D
1 | DP
2 | DPR t
3 | DPRD Kot
4 | DPR
5 | DPR
6 | DPR
7 | DPR
8 | DPR
9 [ DPRD
10 | DPRD
11 | DPRD.
12 | DPRD K
13 | DPRD Ka

Sumber : Dinas

islati
208" d
B
A
= 85
1. 155
o - . -
o | 6 | 1338
o) HI
L
HILI
S
2
pu

selama tahun 2014-

TOTAL

; 65

; 45

1 30

.00 40

3 35

4 45

7 45

3 45

50 40

11 45

67 45

4,29 35

83,33 30
nak 2018.
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Tabel 111 Matrix Evaluasi Pendidikan Politik Perempuan Provinsi Riau.

Berikut adalah hasil Matrix Pendidikan Politik Perempuan Provinsi Riau:

No Tahun dul Jumlah Uns Sumber | pelaksa | Ket
Peserta Dana naan
1 7 8
1 2 otel
uraya
TAS IS @W KU
Ka binaan
i
r
2 | 2017 Pr Tgl 8- | 12
R n & =-8 10 mei, | kab/
itik . Hotel | kota
remp asi Furaya
)
EKANB
3 org PBD | Tgl5-6
S 2017 hotel
per n S furaya
2018 Indra | Pendi Isasi 2017
Giri Hilir | politik bagi erempuan
orgaisasi
perempuan
4 Pelatihan 505 org | Perempuan | APBD | 2018
pendidikan anggota 2018
politik bagi parpol,
perempuan organiasi
perempuan,
LSM
Pembinaan | 140 org | Organisasi | APBD | 2018
organisasi perempuan, | 2018
perempuan LSM
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Kampar Pendidikan | 40 org 2018
politik bagi
perempuan

Pelalawan | nihil

Siak

EE)

|

S )

‘ et el A\ 3

2018
Indragiri
Hulu
5 Indragiri 2018
Hilir
Pekanbaru | Pembinaan | 50 org 2018
organisasi
perempuan
Perumusan | 100 org 2018
kebijakan
peran pada
jabatan dan
publik

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018.
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Pada Perda Nomor 17 tahun 2013 pasal 17 yang berbunyi:

(1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaiana dimaksud dalam pasal

6 huruf b meliputi:

der perempuan

yang dituliska : : = um perempuan
kedalam bi

1. Politi

2. Sosial

3.
Ada beberapa fakte or politik, yakni:

1. 3 urang didukung oleh parpol.

2. Pandangan bagi kaum wa adipandang sebagai Ibu rumah tangga,

tidak dapat berperan dalam pablik masyarakat dalam dunia politik.

3. Kurangnya serta peran wanita dalam politik di lembaga yang berhubungan
membantu masyarakat, dengan memandang parpol hanya dikuasi oleh
kaum laki-laki.

4. Pelaksanaan Kkegiatan parpol yang menimbulkan permasalahan
(perkelahian) untuk merebutkan kedudukan .

5. Memiliki persyaratan utama yakni melihat kandidat politisi kaum wanita.
Adapun fenomena- fenomena yang terlihat didalam permasalahan di atas

adalah:
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1. Belum optimalnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam melaksanaka tugas pendidikan politik pada

perempuan di provinsi Riau.

ovin

7

elaskan di atas,

penulis ing at judul: “Peran

3 &

Dinas Pe Anak Dalam

Memberda ”,

B. Rumusa

Meliha

ﬁ\t\\’%‘\

<
o
=
)
)
o
o
=
=
=
7

permasalahan

Pemberdayaan Pe
Perempuan Di Bidang IOV Ria uk meningkatkan partisipasi
perempuan untuk memenuhi kuota 3@ en keterwakilan perempuan?”.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan maksud dilakukanya penelitian ini, penulis mengharapkan tujuan agar :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.



2. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan keterwakilan

perempuan dalam Pendidikan Politik.

rdayaan Perempuan

-\ B

yang sifatnya

anisasi dengan

ARNAN

Perempuan  dan

tentang topik

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DN disay yepepe g vowmyjoq

4. Kegunaan akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain

dalam kajian penelitian yang sama.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

ahkan dengan
masyarakat ,

ntah” atau “

” dalam arti

satu ciri khas pemerintah ialah membuat bebijaka secara umum dan merata.
Aturan berprilaku bagi seluruh masyarakat yang semuanya dimaksud mencapai
tujuan masyarakat-negara. Apa saja yang dibuat oleh lembaga pemerintahan

termasuk dalam politik, dengan pemerintah termasuk proses politik.
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Menurut Ndraha (1997:6) pemerintah disebut dengan gejala sosial, yakni

terjadi diantara masyarakat, kelompok dengan kelompok, maupun juga dengan

individu dan kelompok.

kelengkapan negara ) berpera lembantu  pemerintahan  dalam

penyelenggaraam tugas- tugas peme

Pasal 18 UUD tahun 1945 yang menjelaskan peraturan perundang-
undangan tentang pemerintah daerah . Tujuan dibuatnya pembentukan di daerah
upaya meningkatkan pelayanan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan bagi

masyarakat dalam pendidikan politik.
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2. Konsep lImu Pemerintahan
Syafiie (2005 : 20) pemerintahan suatu ilmu dan seni. Diketahui sebagai

seni karena banyak beberapa pemimpin pemerintahan pendidikan

ik, sedangkan ilmu

1g memiliki

mempelaj : N8 an te akni pemerinah,
berhubungan de akyatnya, aitar an yang seimbang,

pemerintahs

apa yang harus dilakukan dan mematuhinya.

2. Awalan disebut dengan “pe” menjadi pemerintah, yakni orang yang
duduk dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah
3. Dan ditambahkan dengan “an” menjadi pemerintahan, berarti hal yang

dibuat dari badan yang memerintahkan.
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Pendapat Ndraha (2011:3) ilmu pemerintahan yaitu bagaimana cara agar

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyangkut hal pemerintahan, (dapat

diterima) oleh yang bersangkutan . sedangkan Pemerintahan yakni, masalah

Menurut George R. Terry “ Leardership is activity of influencing people to
strive willingly for mutual objectives” (kepemimpinan yakni kseluruhan kegiatan/
aktivitas untuk mempengaruhi kemauan orang lain ntuk mencapai tujuan

bersama).
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Dapat kita uraikan kepemimpinan yakni memiliki  kelebihan untuk
mempengaruhi prilaku seseorang mupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan.

Kepemimpinan juga termasuk masalah sosial terjadi antara pihak memimpin dan

erbagai cara seperti

wanet )

g
el
=4
o
b=

ng berarti apabila

seseorang, dengan hal yang menya dengan sosial dalam masyarakat yang
berhubungan dengan peranan individu ( Soekanto 2010: 212-13).

Pendapat Soerjono Soekantro, disimpulkan bagian dari aspek dinamis, yang
sebagaimana dimaksud peranan tidak akan pernah diam dan bahkan berganti

apabila menyangkut hak dan keajiban seseorang.
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Peranan sudah ditetapkan dengan dasar-dasar yang berlaku. Lebih menunjuk

pada fungsi sebagai suatu proses. Soekanto (2009- 2013) menjelaskan ada 3

baik, sseorang

S EL{ TS

ortekan. Karena

Wl

diberikan ole J . ahka d
&

Peran pere 3 ofs 3 ‘ i kebijakan.

a0 LIX\ N

dunia politik membuat kaum pe goal sangat jauh dengan kedudukan

Kurangnya masyaraka a bisa atau dapat turun ke
kaum laki-laki. Karena salah satu yang membuat kaum perempuan tidak maju

karna kurangnya dukungan dari masyarakat yang memilih kaum wanita.

4.  Konsep Politik
Semakin banyak orang menyadari politik hal yang melekat dengan
lingkungan hidup manusia. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik

mempengaruhi setiap orang. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan
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kematian manusia. Pengetahuan dalam berpolitik termasuk kunci memahami

lingkungan.

Bagi Aristoteles, politik yakni mengatur apa yang harus dilakukan dan apa

pemerintah ] asyarak : mbuat keputusan

tetang kebaika

Dari pat yang tertera diatas politik merup arana interaksi dan
komunikasi anta emeri o Jram yang akan

dilaksanakan

eksekutif dan yudikatif yang dianggap pemerintahan dalam arti sempit. Dalam
hal tersebut mengandung tentang bagaimana proses pemerintahan dalam arti
sempit dapat bekerja secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan
ini, membuat sekelompok sarjana di bidang administrasi negara untuk

mempaparkan bagaimanakonsep pemerintahan sebagai suatu ilmu bekerja melalui
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lembaga selaku yang melaksanakan setiap keputusan politik (Labolo., 2007 :18-

19).

memiliki daya, atau bahkan yang tidak memiliki daya.

Pemberdayaan disebut dengan proses kepada masyarakat agar menjadi
berdaya, medorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan memilih

atau menentukan hidup agar dapat berdaya menjadi manusia yang mandiri.

Nugroho (2008) mengemukakan, indikator pemberdayaan yakni :
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1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-

sumber daya produktif di lingkungan.

2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau

3 Q* m %ﬂ‘ an mempunyai kesempatan

yang sama untuk m ﬁq&@m as pemanfaatan sumber daya-

sumber daya tersebu

4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama- sama

menikmati hasil- hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan
secarabersama dan setara.

Pemberdayaan perempuan salah satu usaha untuk mengubah struktur

sosial. Derajat wanita akan membaik ketika kaum wanita mampu mandiri dan
menguasai keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Hingga saat ini masih

banyak aspirasi keinginan wanita belum terwujud oleh anggota legislatif.
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Sejauh ini meskipun kaum wanita ikut aktif dalam memperjuangkan
aspirasi kaum wanita di politik, banyak yang mungkin tidak akan pernah terangkat

secara formal jika tidak ada suara yang mendukung untuk mempresentasikanny,

6.

ﬂ gan Political
Socializati rti berdekatan
atau hampir se unakan dengan cara berga W Alfian (1981:
235) menguraiki i v ni pendidikan
politik sebaga ada i 2 ah | S sosialisasi politik
masyarakat dapat mema Ng i ai yang terkandung
dalam sistem

upaya pendidikan
yang disengaja se ndividu agar mampu
menjadi partisipan yang etis/moral dalam pencapaian

tujuan politik. Sementara Rusac aprawira (1988:54) memandang bahwa
pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar
mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai

dengan pemahaman bahwa rakyat ampu menjalankan tugas dari partisipasi.

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:57) adalah

memberikan sumbangan besar bagi berikut ini:
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1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan

masyarakat/struktur kemasyarakatannya.

eologi tertentu,
an kesejahteraan

wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik)
c. Agar seseorang dapat aktif berpartisipasi dalam politik, demi
pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.
7. Konsep Pembinaan

Menurut Effendi (2003 : 24) mengatakan usaha mmelihara dan meningktakan

kinerja menjadi lebih baik, pembinaan disiplin pegawai rangkaian usaha untuk
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pegawai mentaati perautan yang berlaku, menurut Effendi ( 2003: 25) bahwa

pembinaan dapat dilakukan dengan yakni:

Bimbingan

pengisian.

k yaitu:

dengan pernyataan lebih baik. ; menunjukkan adanya kemajuan,
peningkatan, petumbuhan, atas berbagai kemungkinan berkembang dalam
peningkatan sesuatu. Menurutnya ada dua unsur dalam pengertian yang
dikemukakan Thoha, yakni : pembinaan itu sendiri berupa tindakan dalam proses
dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu sendiri bila berupa tindakan dan
proses dari suatu tujuan pembinaan itu menunjukkan kepada perbaikan terhadap

sesuatu.
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Dari berdasarkan bebeapa teori di atas mengenai pembinaan disini penulis
menggunakan teori Santoso ( 1995 : 52) pembinaan adalah usaha melatih,

meningkatkan dengan memeilihara agar lebih baik. Sehinga pembinan dilakukan

i menurut

akni usaha
memeliahra, n an me at eh Agar pembinaan

dapat berj

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam
pendidikan politik bagi pemberdayaan perempuan diukur dengan indikator

Nugroho (2008) yakni:

Akses
Partisipasi
Kontrol
Manfaat

NN S
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Dari berberapa hasil penelitian terdahulu mengenai keikutsertaan kaum
perempuan dalam politik perempuan di Indonesia, dapat diidentifikasikan

beberapa faktor penghambat peran kaum perempuan,faktor tesebut dapat

dikategorikan -' eologi dan psikologi.

N ‘ ‘ h!—ﬂ\“ .Qo
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang

Politik Di Provinsi Riau

C. Konsep Peranan
Untuk kesalahan dalam penafsiran terdapat konsep yan diperluka atau

digunakan, adapun konsep Operasional dapat dijabarkan dengan berikut :

1. Peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yakni peran disebut juga
sebagai aspek dinamis kedudukan status, dengan melakukan hak dan

kewajiban sesuai dengan jalannya suatu peran tesebut.
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2. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitianini adanya upaya yang

dilakuka oleh Badan Kesanp dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di

provinsi Riau untu meningkatkan kualitas daan semangat kerja dala

7. Pendidikan dan pelatihan, adapun penjelasan dengan pendidikan dan
pelatihan yaitu kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dalam membeali anggota calon legislatif kaum perempuan agar

menjalankan tufoksinya dengan baik.



D. Operasional Variabel
Dibawah ini dapat dilihat operasionalisasi variabel yang menyajikan

konsep Peran Badan Kesbangpol dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di

Provinsi Riau. Aga yda tabel dibawah ini:

)
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ML)

Peran at
Peranan
adalah

[N

dari sese
yang lebih
berkaitan
sifat-sifat
pribadi
individu itu
dari sifat
pribadi
individu itu
dari
tanggung
jawab
(responsility)
bitanggung
jawab
(responsibilit
Y. (
Rauf,2005
:16)

" ‘1\"—‘1

28333

(S

S\ ©

Y

"..‘

aum laki-
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2. Partisipasi

a.Partiipasi, Kader
perempuan memiliki
kesepatan ikut
berpartisipasi dalam
dunia politik dan
memberika

" an maju
a dengan kaum

ounyai hak
berpolitik.
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METODEOLOGI PENELITIAN

B. Lokasi
Loka
Perempuan derli Anal ulis ingin e ahami bagaimana
cara melak
baik dikarenaka m tercapa 3 : ersen  keterwakilan

perempuan di |

C. Informan

Informan yakn Q @“‘ 2rikan-informasi tentang bagaimana

latar belakang kondisi penelitia ara sumber pemberi jawaban pada
penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
yang menjadi objek dilaksanakanya pendidikan politik. Yang memberikan

informasi di dalam penelitian ini ialah:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Bidang Politik Pemberdayaan Perempuan

3. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pengurusatamaan Gender

34
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4. Partai politik.

D. Jenis Sumber Data

a. Observasi yaitu pengumpulan data dilakukan melalui pngamatan

b.

langsung terhadap objek penelitian dilapangan sehubungan dengan
Pemberdayaan perempuan kegiatan- kegiatan pembinaan terhadap
pendidikan politik kaum perempuan.

Wawancara adalah mewawancarai langsung yang penulis lakukan
dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu

untuk memperoleh data mengenai penelitian. Wawancara ini penulis
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lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang
berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.
c. Dokumentasi yakni dengan pengumpulan data yang dilakukan agar

peneliti mempunyai data yang lengka.

F. Teknik Analisis Data

Cara dengan mengumpulkan data yang ‘penulis gunakan dslam penelitian
ini adalah anilisis deskriptif, hal ini diuraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya
diuraikan sesual dengan identitas responden masing- masing serta indikator

variabel.

G. Jadwal Penelitian

No Jenis Kegiatan Bulan dan Minggu 2018-2019
Juli- September- | November- | Januari- | Maret- Mei-
Agustus Oktober. | Desember | Februari April Juni
1 | Persiapan dan
penulisan UP
2 | Seminar UP
3 | Revisi UP
4 | Revisi Kuisioner
5 | Rekomendasi
Survey
6 | Survey Lapangan

Analisis Data
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Laporan Hasil

Penelitian
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11

12

37




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Pra

guna menge

1. Visi

Dan kebudayaan ; 3 Iinkungan yang masyarakat
Yang agamis, sejahtera lahir dan batin dikawasan
Asia Tenggara tahun 2020
Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)
Provinsi, maka kepala daerah menyusun visi antara pembangunan jangka
menengah Tahun 2004-2019 sebagai berikut:
“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju,

masyarakatsejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi,
menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”

38
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Agar pembangunan tahapan jangka menengah dapat dicapai dengan

harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran kerja pembangunan.

Misi

pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai

berikut :

Menurunkan. kemiskinan,

oA W B

yang baik,

Mencapai tingkatan pembangunan infrastruktur,
Mencapai tingkatan pelayanan pendidikan,
Mencapai tingkatan-pelayanan Kesehatan,

Mewujudkan pemerintahan yang pandai dalam kehidupan berpolitik

6. Membangun masyarakat madani yang berbudaya melayu, beriman,

dan bertagwa,

~

Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan,

8. Mencapai tingkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

serta pariwisata,

9. Pencapai peningkatan peran swasta dalam pembangunan.

Tabel 1V.1 : Daftar Nama Pejabat Gubernur Riau Tahun 1958s/d 2018

No. Nama Gubernur Akhir Jabatan

1. Mohammad Amin 5 Maret 1958 - 6 Januari 1960

2. Kharuddin Nasution 1960 -1966

3. Arifin Achmad 1966 - 1978

4, Subrantas Siswanto 1978 -1980

5. Prapto prayitno 6 Juni 1980 - 2 Oktober 1980

6. Imam Mumandar 2 Oktober 1980 - 6 Agustus 1988

7. Atar Sibero 6 Agustus 1988 - 28 Desember 1988

8. Soeripto 28 Desember 1988 - 28 Desember 1998
9. Saleh Djasit 28 Desember 1998 - 21 November 2003
10. | Rusli Zainal 21 November 2003 — 31 Juli 2008

11. | Wan Abubakar 31 Juli 2008 - 21 November 2008

12. | Rusli Zainal 21 November 2008 - 12 November 2013
13. | Mambang Mit 12 November 2013 - 21 november 2013
14. | Djohermansyah Djohan 21 November 2013 - 19 februari 2014
15. | Annas Maamun 19 Februari 2014- 25 september 2014
16. | Arsyhadjuliandi Rachman 25 Mei 2014- 20 September 2018

1. Letak Luas Wilayah dan Iklim
Luas wilayah daerah Provinsi

antara :

Riau sekarang 87,023,66 Km? terletak
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Tabel 1V.2 : Luas Wilayah Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota di Kota

Provinsi Riau Tahun 2019

Kabupaten / Kota

TR h\\\‘i‘“ 90.

ﬂl
m.._

A \1;"

2. Batas Wilayah Provinsi Riau:

1. Bagian Utara berbatasan yakni dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatra
Utara.

2. Bagian Selatan berbatasan yakni dengan Provinsi Jambi dan Provinsi
Sumatra Selatan.

3. Bagian Barat berbatasan yakni dengan Provinsi Sumatra Barat.

4. Bagian Timur berbatasan yakni dengan Provinsi Kepulauan iau dan Selat
Malaka.
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Didaratan terbagi 15 sungai diantaranya 4 sungai yang digunakan untuk

prasarana penghubung yakni :

: Sungal Siak (300.km) dengan kedalaman 8-12m
: m) dengan kedalam

mnnﬁ*ﬁwip

Pada grafik tahun 2016 diata ah penduduk Provinsi Riau mengalami
peningkatan 5.921.987 jiwa dari 5.877.887 jiwa pada tahun 2015. Dibandingkan
dengan tahun 2014, jumlah penduduk Riau telah meningkat sebanyak 54.629

jiwa.
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Persentase Jumlah Penduduk Penduduk Provinsi Riau Berd Kabup /Kota Tahun 2016

Kota Dumai

5% Kabupaten

Kabupaten
ndragiri Hulu

Kota Peka sen au; dilanjuti oleh
Kabupaten Kam ebanyak 12 persen dan ebanyak 11 persen.
Sementara ' nduduk terenda en Kepualauan

Meranti sebe

mpuan  Dan

dalam perkembangan oleh pihak lain menimbulkan permasalahan antara kaum
wanita dengan kaum laki-laki. Yakni pada dasarnya kaum wanita mendapatkan

posisi yang kurang dalam berbagai aspek kehidupan.

Rendanya kesejahteraan serta perlindungan anak meninbulkan adanya
kekerasan, anak diwabah umur dengan bekerja, rendahnya partisipasi untuk

bersekolah, Angka Kematian Bayi tinggi, kurangnya gizi anak, dan kurang dari
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60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini sangat memprihatinkan bagi

masyarakat.

Landasan Hukum menempatkan perempuan_dan anak sebagai makhluk
ciptaan Tuhan-Yang Maha Esa dengan harkat martabatnya, sebagai salah satu
penduduk Indonesia mendapatkan hak kewajiban, dan mendapatkan kesempatan
yang sama terhadap kaum-laki-laki untuk ikut turan dalam pembangunan. Dalam
mewujudkan agar mencapal keberhasilan, Pemerintah mengembangkan kebijakan
dan cara melalui tahapan pembangunan lima tahunan ( Pelita) sejak tahun 1978 di

era reformasi.

Tahapan pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1978-1983, Menteri Muda Uruan Peranan Wanita, oleh Ny. Lasijah
Soetanto..

2. Tahun 1983-1987, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, oleh Ny.
Lasijah Soetanto.

3. Tahun 1987-1988,Menteri Negara Urusan Peanan Wanita, oleh Ny. A.
Sulasikin Moerpratomo.

4. Tahun 1988-1993, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, oleh Ny. A.
Sulasikin Moerpratomo.

5. Tahun 1993-1998, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, oleh Ny. Mien
Soegandi. Dalam GBHN' 1993-1998 mengamanatkan bahwa melalui
upaya pembangunan,  potensi sumberdaya nasional diarahkan menjadi
kekuatan ekonomi, sosial“budaya, politik dan keamanan yang nyata,
didukung oleh SDM yang berkualitas, yang memiliki ilmu pengetahuan
dan teknologi ( Iptek) serta kemampuan manajemen. Dengan demikian,
aspirasi, peranan, dan kepentingan SDM termasuk perempuan sebagai
penggerak  pembangunan  nasional, dipadukan kedalam gerak
pembangunan bangsa melalui peran aktif dalam seluruh kegiatan
pembangunan.

6. Tahun 1998-1999 , Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita, oleh Ny.
Tuty Alawiyah AS.

7. Tahun 1999-2001, Menteri Pemberdayaan Perempuan, oleh Ny. Khififah
Indar Parawansa.

8. Tahun 2001-2004, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
(Kementrian PP), oleh Ny. Sri Redjeki Sumarjono, SH.
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9. Tahun 2004-2009, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kemetrian
Negara PP), oleh Prof. DR. Meuitia Hatta Swasono.

10. Ahun 2009-2014. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kementrian PP dan PA), oleh Linda Amalia Sari
Gumelar, S.IP.

Berikut adalah<kegiatan yang dilaksanakan<eleh Dinas Pemberdayaan

utama yang
gislatif dalam

apat lulus seleksi

%‘,\ﬁ\%

potensin dan terus menerus memberikan sumbangsihnya dalam
pembangunan bangsa. Namun dalam proses pembengunan bangsa disemua
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata masih ada
ketidakadilan terhadap perempuan, diberbagai bidang termaasuk dalam

bidang politik.
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Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini agar dapat meningkatkan

partisipasi politik warganegara khususnya perempuan dalam mendukung

peningkatan representasi perempuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif.

=5

~ 0
hari’ z ggal8- 10 Mei

S AA RV

\ )

Republik Indonesia, dari Universitas Riau, Kesbangpol Provinsi Riau dan
Anggota DPRD Provinsi Riau.

(Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Mengadakan
Pelatihan Pendidikan Politik Senin, 08 Mei 2017 11:12 motivator dan
penerus informasi pendidikan politik bagi kaum perempuan serta dapat

meningkatkan kualitas hidup perempuan dibidang politik).
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2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau,

mengadakan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan PUG bagi OPD

Provinsi Riau.Pelaksaannya pada 19-20 September 2017 di Dinas

Rahimah M.Si sangat mendukung acara ini. “Semoga melalui kegiatan ini,
kita dapat melihat betapa pentingnya PUG ke dalam proses pembangunan,
sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan pembangunanyang lebih
adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia”.(Bidang PP) PUG
secara resmi sudah menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan

perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000
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tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam

Instruksi Presiden (Inpres) tersebut dinyatakan tujuan Pengarusutamaan

Gender (PUG) adalah diselenggarakannya perencanaan, penyusunan,
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BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. ldentitas Responden

Perempua
yang pen Dari Dinas
Pemberdayz a diambil dari
beberapa resp

penulis mendapa i dari sej esponde gai berikut:

Jabatan : Kepala Dinas DPPPA
Tingkat Pendidikan . S2

b. Nama : Dra. Devi Rusanti. MM
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang DPPPA
Tingkat Pendidikan . S2

48
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c. Nama : Dra. Made Sayum
Umur : 55 Tahun
Jabatan . Kepala Seksi Kualitas Hidup Peempuan

is melakukan

SuAERANAEY

<«
=
o
>
<
A

Tingkat Pendidike

f. Nama : Mardiati, Spd
Umur . 47 Tahun
Jabatan . Sekretaris (Partai Golkar)

Tingkat Pendidikan :S1
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B. Pembahasan
Pemberdayaan yakni disebut dengan proses kepada masyarakat agar

menjadi berdaya, medorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan

1. Akses

- Mengakses sumber daya agar lebih produktif
2. Partisipasi
- Kader perempuan memiliki kesepatan ikut berpartisipasi dalam dunia
politik dan memberika pendidikan dan pelatihan politik.

3. Kontrol
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- Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki
atas pemanfaatan peluang dalam dunia politik.

4. Manfaat

C.
a 2 ‘1 ngan Anak
Di Provinsi
1. Aks
pok masyarakat
dapat berd yai kemampuan
menentukan jala paik. Da ¢ peempuan ini yang

menjadi acua aksud dalam arti

kesamaan hak daya produktif
dilingkungan.
peluang wanita dalam meningkatkan Ekonomi, SDM, maupun Bidang Politik,
serta untuk peningkatan dan daya potensi mengembangkan diri mereka agar
lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui
pembinaan dan peningkatan keterampilan wanita oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau. Terkait dengan hal ini penulis

bertanya kepada Informan terkait dengan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan
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dan Perlindungan Anak terkait dengan Akses, dengan mengajukan pertanyaan
Bagaimana peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam mengakses sumber daya lingkungan (luas) agar lebih
produktif?.”

Mengenai pertanyaa tersebut Ibu Dra. T. Hidayati Efizza. MIM. Sebagali
menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menanggapl bahwa dalam,mengakses' sumber daya agar lebih produktif
dilingkungan, terkhustisnya untuk perempuan dengan Program Unggulan
Kementrian PP-PA"Three End Plus yaitu akhiri perdagangan orang, akhiri
kekerasa terhadap perempuan dan anak, akhiri kesenjangan ekonomi
perempuan, dan plusnya tingkatkan keterwakilan perempuan melalui
Pendidikan Politik perempuan”.( 11 Februari 2019)

Lebih lanjut mengenai hal yang sama dengan lbu Dra. Devi Rusanti MM.
Sebagai Kepala Bidang Politik Dinas PP-PA menyatakan program-program
yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik, agar perempuan
dapat menjadi berdaya, menjadi mandiri, dan memiliki potensi yang sangat
besar agar setara dengan kaum laki-laki. ( 11 Februari 2019).

Selain itu Informan lain lbu Dra. Made Sayum sebagai Kepala Kualitas Hidup
Perempuan dan Pengurusatamaan Gender, di, Dinas PP-PA, saya bertugas
melaksanakan kegiatan contohnya -seperti membuka lapangan pekerjaan
dengan home industry sebagai sumber daya agar lebih produktif pada
ekonomi, perlindungan terhadap perempuan dan anak, bahkan program kaum
perempuan agar maju duduk dalam Kkursi legislatif agar meningkatnya
keterwakilan perempuan di Provinsi Riau maupun seluruh Indonesia. ( 11
Februari 2019)

Dari hasil wawancara dari-Informan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Riau sudah terlaksana dan sudah ditetapkan oleh
Program Unggulan Kementrian Dinas PP-PA, adanya berbagai manfaat yang
dapat diambil dari pelaksanaan program, perempuan- perempuan yang ikut serta

dalam pendidikan dan pelatihan program tersebut.
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2. Partisipasi

Dalam hal ini agar kita dapat diketahui Peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam Memberdayakan Perempuan Di
Bidang Politik _Di Provinsiw.Riau, adanya. partisipasi,keikutsertaan kaum
perempuan dalam Pendidika dan Pelatihan Politik tersebut.

Bagaimana dalam Peraturan’ Undang- ;Undang Nomor 12 Tahun 2003
mengenai Kuota perempuan, yakni pada Pasal 65 Ayat'(1).: “Setiap Partai Politik
peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan
Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan . memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%”.

Berkaitan dengan indikator ini pertanyaan kembali ditanyakan kepada
Informan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak Provinsi
Riau Ibu Dra. T. Hidayati Efizza MM.” Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak agar perempuan dapat berpartisipasi turun di
dunia politik. bagaimana dalam memberikan Pendidikan Politik tersebut?”.
Adapun jawaban yang diberikan informan dapat dipaparkan sebagai berikut:

“...berpartisipasi dalam dunia politik.terkhususnya perempuan Dinas PP-

PA membuat kebijakan“untuk mendorong dan mengimplementasikan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah

seperti: 1. Mendorong terlaksananya Uu Pemilu tentang 30% keterwakilan
perempuan di parpol, 2. Mendorong dengan mengimplementasikan

Peraturan Menteri PP-PA RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand

Designe Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR RI, DPD, DPRD

Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 3. Mengimplementasikan kebijakan dan

program Unggulan Kementrian PP-PA RI tentang Three End Plus.”(11

Februari 2019)
Ditambahkan pula dengan jawaban dari Kepala Bidang Politik Dinas PP-
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PA Provinsi Riau Ibu Dra. Devi Rusanti MM menyebutkan bahwa:

“...mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas mealui program Penguatan Kelembagaan Penguruatamaan Gender
dan Anak yangddijabarkan melalui kegiatan yaitu: 1. Pelatihan Pendidikan
Politik bagi perempuan..yang sesamanya peempuan kader parpol,
perempuan caleg, dan anggota organissi._perempuan, 2. Meningkatkan
kopetensi perempuan legislatif yang telah duduk (aleg).” (11 Februari
2019)
Dengan dilaksanakannya kegiatan Pendidikan Politik ini dengan Ibu Dra,
Made Sayum sebagai Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan da
Pengurusatamaan Gender bahwa:
“... saya sebagai yang melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik di Dinas
PP-PA melaksanakan kebijakan da program oleh Kadis dan Kabid melalui
dilaksanakannya setiap Pemilu dilaksanakan dengan kader partai, caleg,

dan organisasi perempuan. Serta melaksanakan kegiatan Tingkatan
Kopetensi Perempuan anggota Legislatif (aleg).”(11 Februari 2019)

3. Kontrol
Yang dimaksud dalam indikator kontrol ini- bagaimana Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kesadaran bersama
khusus wanita dalam dunia politik dengan cara memberdayakan kaum perempuan
agar dapat maju setara dengan-kaum.laki-laki. Dalam mengupayakan agar
meningkatnya Keterwakilan Perempuan setiap adanya Pemilu 5 tahun sekali di
DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Disini dapat dilihat hasil

pencapaian meningkat atau tidaknya keterwakilan perempuan di Provinsi Riau.

Dengan mengkontrol kaum perempuan perlunya motifasi dari Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa tidak di dunia politik,
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dalam sumber daya lingkungan, dan ekonomi perempuan dapat maju setara

dengan kaum laki-laki.

Agar mendapatkan hasil Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

(13

Perlindungan Anak. ini, penulis menanyakan kepada informan yang sama
Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mampu
meningkatkan = keterwakilan ©-perempuan dengan;,mengkontrol perempuan di

legislatif?”?

Pertanyaan dijawab oleh Ibu Dra. T. Hidayati Effiza. MM sebagai Kepala
Dinas = Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” saya
mempunyai tugas membantu Gubernur dala urusan Pemerintahan yang
menjadi. kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan pada bidang
Pemberdayaan = Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan
menyelenggarakan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
Provinsi-Riau dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan Peraturan
Mentri Dinas PP-PA yang berlaku. “ (11 Februari 2019)

Dilanjutkan dengan Kepala Bidang Politik lbu Dra, Devi Rusanti
MM.”sejauh ini adanya peningkatan pada tahun 2009-2014 hanya
mencapai 27,69% tingkat keterwakilan perempuan, pada tahun 2019 ini
mencapai 28% 18 orang dari 65 kursi.” (11 Februari 2019)

Dengan Kepala Seksi-Kualitas Hidup:Perempuan dan Pengurusatamaan
Gender Ibu Dra, Made Sayum mengatakan “ saya disini berperan
mengontrol program kegiatan dengan melaksanakan, membimbing selama
terlaksananya Pendidikan Politik dilaksanakan bagi perempuan kader
parpol, perempuan caleg, organisasi peempuan, bahkan yang telah duduk
dikursi legislatif kaum perempuan.” (11 Februari 2019)

Dari penjelasan Informan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dapat disimpulkan mereka sudah menjalankan tugas dengan
baik, bagaimana caranya agar keterwakilan perempuan di legislatif terus

meningkat dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan Politik, dan pada tahun 2019
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ini perempuan- perempuan lebih memiliki kualitas untuk maju sebagai seorang

pemimpin masyarakat, terutama untuk perempuan dan anak.

4. Manfaat

masyarakat,

gislatif, bahkan

perempuan mengemukakan

anggota legislatif khususnya kaum perempuan dengan diadakannya Pendidikan

Politik tersebut, dan bagaimana caranya?”

Adapun jawaban dari semua Informan yang sama di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait dengan pertanyaan indokator manfaat

yang di jawab oleh Ibu Dra. Made Sayum menyebutkan bahwa:
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“dengan diadakannya Pendidikan dan Pelatihan Politik ini agar
memotifasi, membuka fikiran perempuan, memelekkan perempuan
dengan mendapatkan arahan dan pelatihan bagaimana terjun dalam dunia
politik yang luas. Bagaimana caranya perempuan memilih pemimpin
perempuan agar terwujudnya aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum
terpenuhi ataupun permasalahan dalam anak yang lebih tau karna
memiliki« perasaan seorang ibu_.salah satunya.. Dan Kkita sebagai
perempuantidak hanya berdiam duduk dirumah, tetapi kita sebagai
perempuan bisa berkarya, dan memotifasi perempuan-perempuan ketika
sudah duduk di kursi legislatif dengan memiliki potensi dan seorang
pemimpin setara dengan-kaum-laki-laki’. (11 Februari 2019)

Dari penelitian ‘Peran Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau,
penulis menambahkan sumber Informan dari beberapa Partai Politik agar
mengetahui hasil Peran Dinas sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya dapat

diambil kesimpulannya dengan mewawancarai Partai Politik sebagai berikut:

Pertanyaan pertama diberi pertanyaan dengan Informan Partai Politik
yaitu” apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
bekerjasama dengan partai untuk melakukan kegiatan Pendidikan Politik,

khususnya calon angota legislatif perempuan?” (14 Februari 2019)

Jawaban pertama ‘disampaikan oleh Informan Partai PKB Kepala
Sekretariat PKB Bapak «Yusrizal *S:Sos” untuk tingkat Provinsi ada
diadakannya Pelatihan Pendidikan  Politik, tetapi tidak untuk timgkat
Kota”. (14 februari 2019)

Partai Politik yang kedua dengan pertanyaan yang sama yaitu Ibu Desri
Pipian Murni sebagai Ketua PAC dan Bendahara AMK di Partai PPP
menjawab bahwa “ ditahun 2014 dan yang baru ini 2019 Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada mengadakan
Pelatihan Pendidikan Politik dengan Ibu Hj. Septina Primawati selama 3
hari, disertai dengan KPU di Provinsi Riau”. (14 Februari 2019)

Ditambah lagi partai yang ketiga dengan pertanyaan yang sama Sekretaris
GOLKAR Ibu Mardiati S.Pd” ada dilakukannya Pelatihan Pendidikan
Politik ketika diadakannya dalam waktu kurang menjelang tangal Pemilu
dilaksanakan”. ( 14 Februari 2019)
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Pertanyaan Kedua yang ditanyakan dengan Informan Partai Politik
yaitu”Apakah kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik yang dilakukan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan secara berkelanjutan

setiap tahunyya, ataukah pada saat tahun Pemilihan Anggota L egislatif saja?”

Jawaban dari Partai PKB Bapak Yusrizal S.Sos yaitu” Tidak adanya
keberlanjutan program_ tersebut ;diadakan, hanya disaat Pemilu akan
dilakukan saja.” (14-Februari 2019)

Yang kedua jawaban dari Partai PPP Ibu Desti Pipian Murni yaitu” kalau
dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan. Perlindungan Anak diadakan
ketika tahun Pemilu diadakan, tetapi kalau dalam Partai PPP ada \WPP
(Wanita Persatuan Pembangunan), khusus wanita yang masih lajang di Mk
(angkatan Muda Kabah) untuk Pendidikan Politik diberdayakan”. (14
Februari)

Pertanyaan yang sama yang ketiga yaitu Partai GOLKAR Ibu Mardiati
S.Pd” setau saya sebagai sekretaris didakan hanya padasaat tahun Pemilu
dilaksanakan”. (14 Februari2019)

Untuk lebih  engetahui lebih jelas Peranan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan.Perlindungan:Anak jsudah terlaksana dengan baik atau tidak,
penulis menanyakan pertanyaan yaitu “Apakah Pendidikan Politik yang
diselenggarakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
bermanfaat, dan ada tidak kurangnya di dalam pregram tersebut bagi terpenuhnya

tingkat Keterwakilan Perempuan di DPRD?”

Jawaban dijabarkan sebagai berikut dengan masing-masing Informan setiap

Partai:

29

Dari Partai PKB Bapak Yusrizal S.Sos menjawab” seandainya kegiatan
Pelatihan Pendidikan Politik dilakukan secara berkelanjutan dan program
berjalan dengan baik tentu saja akan bermanfaat terhadap terpilihnya
perempuan dalam menduduki kursi legislatif. Mungkin kurangnya
sebaiknya untuk tingkat Kota diadakan juga karna di Partai Pkb untuk
tingkat Kota belum ada dilaksanakan bagi Dinas”. ( 14 Februari 2019)
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Dari Partai PPP Ibu Desri Pipian Murni menjawab”’bermanfaat, betul-betul
kegiatan ini sangat dibutuhkan bagi kaum perempuan. Dinas mengajarkan
bagaimana kita perempuan harus menang dalam pemilihan, mendapatkan
hak-hak wanita, bagaimana terjun dalam dunia politik, dan perempuan

harus mendukung memilih perempuan duduk di kursi legislatif”.( 14
Februari 2019)

Dari Partai GOLKAR Tbu Mardiati S.pd menjawab” sangat bermanfaat
baki kaum perempuan yang maju dalam caleg untuk mendapatkan kursi di
DPRD, sebaiknya diadakan mungkin setiap tahun sekali tidak hanya pada
tingkat Provinsi saja sebaiknya-tingkat Kota juga, karna perempuan dapat

tau dan mengertidalam duduk di dunia’ politik yang luas™.(14 Februari
2019)

Setelah mewawancarai dari tiga Partai Politik yang disebutkan di atas,
maka dapat ‘disimpulakan Peran Dinas Pemberdayaan Sudah melaksanakan
kebijakan dan melaksanakan Program Pendidikan Politik dengan baik, hanya saja
kurangnya tidak ada dilaksanakan Pelatihan Pendidikan Politik untuk tingkat Kota
hanya pada tingkat Provinsi saja pada Partai Politik. Dalam hal ini juga partai
mengharapkan apabila diadakan setiap tahun sekali pertemuan juga sangat
bermanfaat agar perempuan-perempuan-yang nantinya terpilih duduk dikursi
Legislatif mengerti tugasnya bagaimana, tidak hanya duduk-duduk saja tidak tau

tugas dan menjadi seorang pemimpin masyarakat yang baik.

Kesimpulan keseluruhan.. Penelitian® ini Dinas Sudah melaksanakan
perannya dengan baik, tetapi hanya saja tingkat perempuan yang belum berani
untuk maju, kurangnya rasa percaya diri, dan tidak adanya ilmu dalam berpolitik
sebagai acuannya untuk ikut maju di legislatif menjadi seorang pemimpin yang
melaksanakan amanah pekerjaan dengan baik dan jujur. Maka di Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Partai Politiklah perempuan di ajarkan,diberikan
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pandanga, dan diberikan motifasi dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan

Politik tersebut.

b. Faktor-Fakto Perempuan Menyangkut

Partai Politik di
Provinsi
Informan

dengan Inf

Sebagai fa

dalam dunia

L LT

1. g oleh parpol.
2 i Ibu rumah tangga,
3 n sebagai pemimpin karena

memandang parpol hanya dikuasai kaum laki-laki.
4. Kurangnya pandangan terhadap pemimpin perempuan, melainkan

pemimpin itu hanyalah laki-laki.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

(SDM) agar lebih produktif terkhususnya kaum perempuan tidak ada
program yang dijelaskan atau dilaksanakan oleh Dinas tersebut.

2. Partisipasi dalam kader perempuan memiliki kesempatan, ikut
berpartisipasi dalam dunia politik dan memberikan pendidikan dan
pelatihan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Peraturan Mentri Dinas Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan Anak
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3. Peraturan Mentri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 40 Tahun 2015 yang terbaru tentang Grand Designe Peningkatan

Keterwakilan Perempuan di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan

kaum perempuan yang tidak berani untuk maju setara dengan kaum laki-
laki, kurangnya pengetahuan tentang Politik yang sangat luas, dan masih
banyak masyarakat yang mungkin tidak percaya untuk memilih caleg
perempuan menjadi seorang pemimpin bagi masyarakat.

Dengan dilaksanakan penelitian ini melalui proses wawancara dari

beberapa responden dinas maupun parpol, menjawab dengan semaksimal
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mungkin. Dengan memberikan pertanyaan hanya inti berdasarkan indikator yang

penulis buat.

B. Saran

Perempuan ihat Undang-

Undang ya kebijakan agar
kader pere pahkan anggota
legislatif i an Politik agar
dapat menget ana -terj z S emimpin yang bisa

baik.

1. Mengenai kurangnya dukungan parpol terhadap perempuan, sebaiknya
parpol mendukung atau mengajak kaum perempuan yang memiliki potensi
dan keberanian dalam dunia politik untuk maju sebagai caleg.

2. Adanya anggapan terhadap kaum wanita hanya menjadi Ibu rumah tangga
saja, dan tidak dapat berperan aktif dalam fungsi publik di masyarakat

apalagi aktor publik, itu salah. Perempaun bahkan banyak memiliki
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potensi atau bakat yang terpendam, mereka dapat mengerti permasalahan
terlebihnya tentang sesama kaum wanita dan permasalahan perlindungan

dan hak anak. Maka seharusnya, masyarakat harus mendukung perempuan

berkembang.
Kesimpulan dan saran tentang penelitian ini banyaknya manfaat yang
diambil dan dapat dipelajari bagaimana cara perempuan maju dalam dunia politik
yang luas, tidak hanya kaum laki-laki saja yang menjadi seorang pemimpin tetapi
kaum perempuan juga dapat menjadi perempuan yang berperan aktif, menjadi juru

bicara masyarakat sebagai Angota Legislatif yang telah terpilih nantinya.
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Dengan terpilihnya dan telah duduk sebagai anggota legislatif, jadilah
kaum wanita yang memiliki wawasan pikiran yang luas dengan mewujudkan cita
aspirasi kaum wanita dan perlindungan anak. Ketika nantinya terpenuhi aspirsi
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TENTANG
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGA AN PEREMPUAN

1. oleh Dinas
mengakses

2 n oleh Dinas
rempuan dapat

a memberikan

3 Perempuan dan
ilan perempuan

4 bekal yang didapatkan

diadakannya pendidikan politik dan apa saja upaya yang dilakukan?



